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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai
berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf

dan tanda sekaligus.

Huruf Nama Hur_uf Keterangan
Arab Latin
‘ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba“ B Be
< Ta™ T Te
= Sa“ S s (dengan titik di atas)
d Jim J Je
z Ha“ h h (dengan titik dibawah)
¢ Kha“ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal y/ zet (dengan titik di atas)
J Ra“ R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
5= Syin Sy es dan ye
o Sad 3 s (dengan titik di bawah)




Huruf Nama Hur_uf Keterangan
Arab Latin
o= Dad d d (dengan titik di bawah)
L Ta T t (dengan titik di bawah)
L Za 1 z (dengan titik di bawah)
¢ ., Ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
o Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
5 Nun N En
) Waw w We
° Ha™ H Ha
s Hamzah " Apostrof
$ Ya* Y Ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
gla Ditulis muta‘aqqidin
O
RO E Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah

terserap menjadi bahasa Indonesia

-

: ditulis Jama“ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

e dagg
Jhdl) 8143
D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

- ditulis Ni“matullah

- ditulis Zakat al-Fitri
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E. Vokal Panjang

1 | Fathah + alif Ditulis A
Foipe g Jaahiliyyah
2 | Fathah + ya“mati Ditulis A
SE G yas‘a
3 | Kasrah + ya“mati Ditulis I
£ eod Karim
4 Dammah + wawumati Dulis U
Ga gy @ fur iad

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
dengan Apostrof
Al - ditulis a “antum
cuiga - ditulis mu “anntaS

G. Vokal Rangkap

1 Fathah dan ya“ sukun Ditulis Bainakum
pdoge

2 Fathah dan wawu sukun Ditulis Faugakum
pd o

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-
OILAY ditulis al-Qur“an
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah
yangmengikutinya

8¢5 ) ditulis as-sayyi“ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

adlod) & g - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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MOTTO
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ABSTRAK

M. Iskandar Zulkarnaen, NIM : 1118026. Penalaran Hakim terhadap Kasus
Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).
Pembimbing : Ayon Diniyanto, S.H.

Perkawinan beda agama adalah suatu perjanjian, yaitu hubungan lahir dan
batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin berkeluarga tetapi
berbeda keyakinan, dan dalam pelaksanaannya terdapat dua ketentuan yang
berbeda. Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia menjadi perhatian karena
dampak sosial, hukum, budaya, pandangan tentang tujuan hidup, siklus keagamaan,
serta pemahaman tentang keadilan dan hak asasi manusia. Salah satu Pengadilan
Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Surabaya mengizinkan perkawinan
beda agama yang tertuang di dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
dimana hakim dalam memutuskan perkara tersebut atas dasar bahwa para pomohon
bersepakat dan telah mendapatkan izin dari orang tua untuk melangsungkan
perkawinan beda agama. Tujuan penelitian ini untuk menganasilis penalaran hakim
dan akibat hukum dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Shy.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji hukum yang
dikonsepkan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan
perilaku setiap orang yaitu penalaran hakim terhadap kasus perkawinan beda
agama. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan,
pendekatan konseptuan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan
penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait
perkawinan beda agama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ulasan
oleh para ahli mengenai Undang-Undang, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan
dengan judul peneliti. Teknik analisisnya menggunakan analisispreskriptif dengan
melakukan pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber
hukum primer yang berupa Salinan Penetapan PengadilanNegeri Surabaya nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai perkawinan beda agama untuk menjawab
masalah hukum yang dijalani.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian penulis yaitu Penalaran hukum hakim
Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1916/Pdt.P/2022/PN.Sby
menggunakan penalaran hukum deduktif dan induktif. Penalaran hukum deduktif
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum yakni pada Pasal 28 B dan
Pasal 29 UUD 1945 serta Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan diyakini kebenarannya kemudian menarik kesimpulan yang
sifatnya khusus dimana dalam perkara ini tidaklah dapat berlaku Pasal 2 ayat 1
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena para pihak berlainan agama
dan mengkhususkan bagi perkara ini diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penalaran hukum
induktif Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya
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berdasarkan fakta yuridis dari surat P-1 hingga P-9 dan keterangan para saksi
yang sifatnya khusus kemudian hakim membuat kesimpulan yang bersifat umum
yakni hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan izin
kepada Para Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinannya
dihadapan Pejabat Pencatatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surabaya. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yaitu hakim pengadilan mengabulkan
dan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda
agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya. Adapun akibat hukum perkawinan agama secara umum Yaitu status
perkawinan dan kedudukan status anak setelah perkawinan beda agama tersebut
disahkan.

Kata Kunci: perkawinan, beda agama, penalaran hukum.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki makna dan dampak yang
mendalam dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Saat ini, globalisasi
dan mobilitas manusia telah membawa individu dari berbagai latar belakang
agama dan budaya untuk saling berinteraksi dan terkadang memilih untuk
membentuk ikatan pernikahan. Di Indonesia, negara dengan keanekaragaman

budaya dan agama, fenomena pernikahan beda agama semakin menjadi
perhatian karena dampak sosial, hukum, dan budaya yang kompleks.
Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua individu yang memiliki
keyakinan agama yang berbeda, yang dalam konteks Indonesia sering kali
merujuk pada pasangan yang memiliki keyakinan agama Islam dan non-Islam.

Pernikahan beda agama juga seringkali menimbulkan berbagai
pertanyaan filosofis yang kompleks. Konflik nilai, pandangan tentang tujuan
hidup, siklus keagamaan, serta pemahaman tentang keadilan dan hak asasi
individu menjadi isu utama dalam perbincangan mengenai pernikahan beda

agama secara filosofis. Di satu sisi, hak asasi individu untuk memilih
pasangan hidup dan beragama adalah prinsip mendasar yang perlu dihormati.

Di sisi lain, pertanyaan mengenai kesinambungan pernikahan dalam jangka

! Patrick Humbertus, “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No.1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan”, (Law and Justice: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 101-

111.



panjang dan dampaknya terhadap identitas agama dan budaya anak-anak yang
lahir dari pernikahan tersebut menjadi isu yang rumit.

Di Indonesia memiliki enam agama yang diakui dan tiap-tiap agama
memiliki ketentuan dalam melangsungkan perkawinan bagi setiap pemeluknya.
Sehingga, apabila melangsungkan perkawinan beda agama Indonesia dinilai
mendapatkan kesulitan sebab masing-masing agama melarang umatnya untuk
melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.?
Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan
bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang
oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Dengan ketentuan
pasal tersebut, bahwa perkawinan dikatan sah apa bila perkawinan itu sesuai
dengan ajaran agama dan telah dicatatkan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan beda
agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang terdapat pada Pasal 4
yang berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974tentang

Perkawinan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40

2 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



huruf ¢ bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melangsungkan pernikahan
dengan perempuan nonmuslim. Dan sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 44 menyatakan bahwa seorang perempuan muslim dilarang melangsukan
pernikahan dengan seorang laki-laki nonmuslim.® Oleh karena itu, perkawinan
beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang tedapat dalam
Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan adanya Undang- Undang
Administrasi Kepundudukan pasal 35 inilah menghadirkan pengaturan hukum
yang jelas tentang perkawinan beda agama sehingga membuka peluang dalam
pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama namun dengan syarat
melalui persetujuan pengadilan seperti pada Penetapan Pengadilan Negeri
Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Shy tersebut menimbulkan
sebuah pertanyaan, bagaimana bisa hakim memutus perkara tersebut dan apa
dasar penalaran hukum yang hakim gunakan dalam penetapan tersebut.
Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang pada dasarnya kedua pemohon
telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan dihadapan
Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Akan tetapi,
perkawinannya ditolak karena adanya perbedaan agama antara calon pengantin
pria RA beragama Islam dan calon pengantin wanita EDS beragama Kristen.
Kemudian kedua pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri
Surabaya agar diizinkan menikah beda agama. Penetapan hakim tunggal

Pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin kepada para

3 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen
Agama, 2001), 6.



pemohon untuk melangsukan perkawinan beda agama dihadapan Pegawai
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Penetapan hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan perkawinan
beda agama yang berdasarkan alasan calon suami dan calon isteri telah sepakat
satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan dihadapan Pegawai Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim
melakkan penalaran hukum dalam proses membuat kesimpulan berupa
penetapan. Dasar-dasar hukum, fakta dan realita untuk logika induksinya dan
bagaimana prosedur penyimpulan hukumnya. Studi tentang penalaran hukum
akan meneliti konsistensi hakim pada penggunaan kaidah logika, penggunaan
dasar hukum pada sytem hukum yang berlaku dan ketaatan pada prosedur-
prosedur dalam penetapan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengadakan
penelitian yang berjudul: Penalaran Hakim Terhadap Kasus Perkawinan
Beda Agama (Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana penalaran hakim terkait perkawinan beda agama dalam
Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana akibat hukum dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Shy

terkait perkawinan beda agama?



C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penulis,
antara lain :
1. Menganalisis penalaran hakim terkait perkawinan beda agama dalam
Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2. Menganalisis akibat hukum dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.
Sby terkait perkawinan beda agama.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan
baik untuk akademisi maupun non akademisi khususnya dalam
perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu :
a. Bagi Hakim
Sebagai bahan masukan dalam rangka penerapan atau praktik
pertimbangan hukum mengenai perkawinan beda agama.
b. Bagi Pembentuk Undang-Undang
Memberikan masukan serta dapat membantu memecahkan
masalah terkait kepastian peraturan mengenai kebolehan dan larangan

terhadap perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.



E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

penelitian yang telah dilakukakan oleh para peneliti terdahulu untuk

menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu

dengan penelitian penulis. Adapaun penelitian yang menjadi acuan antara lain:

No. | Penulis Judul Persamaan Perbedaan

1. | Sri Kontroversi Sama-sama | Sri Wahyuni:  Terfokus
Wahyuni | Perkawinan membahas | pada peraturan perundang-

Beda Agama di | tentang undangan perkawinan.
Indonesia perkawinan | Penulis: terfokus pada satu
beda agama | penetapan terkait penalaran
hakim dalam kasus
perkawinan beda agama.

2. | Nafdin Pencatatan Sama-sama | Nafdin ~ Ali  Chandera:
Ali Perkawina Beda | membahas | terfokus pada penelitian
Chandera | Agama di | tentang lapangan di Kantor Dinas

Kantor  Dinas | perkawinan | Kependudukan dan Catatan

Kependudukan | beda agama | Sipil Kota Yogyakarta.

dan Catatan Penlusi:  terfokus pada

Sipil Kota penelitian yang

Yogyakarta menggunakan  pendekan
perundang-undangan
terkait perkawinan beda
agama.

3. | Ahmadi | Pernikahan Sama-sama | Ahmadi Hasanuddin
Hasanud | Beda  Agama | membahas | Dardiri, Marzha Tweedo,
din Ditinjau  Dari | tentang Muhammad Irham Roihan:
Dardiri, Perspektif Islam | perkawinan | terfokus pada perkawinan
Marzha | dan Ham beda agama | beda agama dalam
Tweedo, pandangan Islam  dan
Muhamm konsep HAM
ad Irham Penulis: terfokus pada satu
Roihan penetapan terkait penalaran

hakim dalam kasus




No. | Penulis Judul Persamaan Perbedaan

perkawinan beda agama.

4. | Muhyidin | Pencatatan Sama-sama | Muhyidin dan Ayu Zahara:
dan Ayu | Perkawinan membahas | terfokus pada pendapat
Zahara Beda Agama: | tentang Hakim PA Semarang dan

Studi perkawinan | Hakim PN  Semarang
Komperatif beda agama | Terhadap Pasal 35 Huruf
Antara (@) Undang-Undang
Pandangan Nomor 23 Tahun 2006
Hakim PA tentang Administrasi
Semarang dan Kependudukan kemudian
Hakim PN menggunakan studi
Semarang komperatif terkait
Terhadap Pasal perkawinan beda agama.
35 Huruf (a) Penulis: terfokus pada satu
Undang- penetapan PN Surabaya
Undang Nomor terkait penalaran hakim
23 Tahun 2006 dalam kasus perkawinan
tentang beda agama.

Administrasi

Kependudukan

5. | Dedi Pernikahan Sama-sama | Dedi Irawan: terfokus pada

Irawan Beda membahas | hukum Islam yang terdapat
Keyakinan tentang pada ayat Al-Qur*an
dalam Al- | perkawinan | dengan  panfsiran  Al-
Qur“an: beda agama | Maraghi terkait pernikahan
Analisis beda agama.

Penafsiran Al- Penulis: terfokus pada satu
Maraghiatas penetapan terkait penalaran
Q.S Al- hakim dalam kasus
Bagarah:221 perkawinan beda agama.
dan Q.S Al-

Maidah:5




Penelitian yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri
Wahyuni dengan judul “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”.
Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama setelah berlakunya
Undang-undang Perkawinan relative sulit dilakukan.*

Penelitian yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nafdin Ali
Chandera berjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menjelaskan
bahwa praktik pencatatan perkawinan beda agama didasarkan kepada bukti
dispensasi gereja. Dispensasi gereja merupakan penyelundupan hukum karena
diminta untuk tunduk dibawah aturan agama tertentu dengan maksud dan
tujuantertentu.®

Penelitian yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi
Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan berjudul
“Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham”. Penelitian
ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dalam perkawinan beda
agama yang pada dasarnya dilarang dan padangan HAM yang merupakan
sebuah hak kodrati yang diberikan tuhan kepada manusia, maka tidak rasional

apa bila hak kodrati tersebut minyimpang dari ketentuan dan aturan tuhan.®

4 Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, (Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga, 2010), Jurnal hukum Islam Vol. 8 No. 1, 77.

SNafdin Ali Chandera, ‘“Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Suanan
Kalijaga, 2016), 108.

® Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, “Pernikahan
Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,
2013), Jurnal Khazanah Vol. 6 No. 1, 115.



Penelitian yang keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhyidin
dan Ayu Zaharaberjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi
Komperatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang
Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-UndangNomor 23 Tahun2006 tentang
Administrasi Kependudukan”. Penelitian ini menjelaskantentang solusi bagi
pasangan beda agama yang ingin menikah tetapi tidak bisa disahkan dalam
Undang-Undang Perkawinan.’

Penelitian yang kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dedi Irawan
berjudul “Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur*“an: Analisis Penafsiran
Al-Maraghiatas Q.S Al-Bagarah:221 dan Q.S Al-Maidah:5”. Penelitian ini
terfokus pada penafsiran Al-Maraghi pada 2 ayat tersebut yang pada
kesimpulannya orang muslim laki-laki mapun perempuan haram
menikahdengan orang musrik dan laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab
(Yahudi dan Nasrani).®

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-
penelitian tersebut membahas tentang legalitas, larangan, dan akibat dari
perkawinan beda agama dari sudut pandang Hukum Islam maupun hukum
positif. Dari beberapa penelitian tersebut yang memiliki kemiripan dengan
penelitian ini adalah penelitian dari Ifdin Ali Chandera, Muhyidin dan Ayu

Zahara. Dua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang perkawinan

"Muhyidin, Ayu Zahara, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Komperatif Antara
Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang TerhadapPasal 35 Huruf (a) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” (Diponegoro, Private Review,
Volume 1 Nomor 1, 2017), 13.

8Dedi Irawan, “Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur“an: Analisis Penafsiran Al-
Maraghiatas Q.S Al-Bagarah:221 dan Q.S Al-Maidah:5” (Jakarta: Universitas Negeri Syarif
Hidayatullah, 2011).
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beda agama yang diizinkan melalui penetapan hakim kemudian dicatatkan di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, yang membedakan
dengan penelitian ini adalah objek penelitian, yaitu penetapan hakim tunggal
Pengadilan Negeri Surabaya yang tercantum dalam Penetapan Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Shy.
F. Kerangka Teori
1. Penalaran Hukum
Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus
(logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukim.
Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai
ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta,
persoalan dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah penalaran hukum
(,,legal reasoning™) sejatinya tidak menunjukan bentuk penalaran lain
diluar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam
bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa
logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid) tidak ada
penalaran hukum diluar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus
dipahami dalam pengertian ,,penalaran (logika) dalam hukum.®
Karakter penalaran hukum terdiri dari 3 hal yang digabungkan:

pertama, penggunaan kaidah logika baik deduktif maupun induktif. Kedua,

® Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi
14, no. 2, (2017): 381.
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digunakan system hukum yang berlaku dan ditaatinya prosedur hukum di
pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim dan Penetapan
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping
itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan
hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkanoleh
Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*®
Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian
permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Sifat dari
penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:*
a. Diktum bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan
atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta.
b. Penetapan pengadilan tidak boleh  mencantumkan  diktum
condemnatoir (mengandung hukuman) terhadap siapapun.
c. Penetapan diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang

menciptakan suatu keadaan baru.

10 Mukti Arto, ,,Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”, Cet V, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 140

11 Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses
Eksekusi”, (Jakarta: Jurnal Yudisial Vol. 11, 2018), 371.
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3. Konsep Perkawinan Beda Agama

a.

b.

C.

Pengertian Perkawinan Beda Agama
Perkawinan beda agama ialah suatu perjanjian, yaitu hubungan
lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
ingin berkeluarga tetapi berbeda keyakinan, dan dalam pelaksanaannya
terdapat dua ketentuan yang berbeda. proses perkawinan berdasarkan
hukum agama masing-masing, bertujuan untuk membangun keluarga
yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Macam-macam Perkawinan Beda Agama
1) Seorang Muslim dan seorang wanita Ahlul Kitab.
2) Perkawinan antara perempuan muslimah dan pria non muslim.
3) Pernikahan seorang pria muslim dengan perempuan musyrik.
Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat
(1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan Kkepercayaannya.
Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*? Selanjutnya
dipertegas dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan bahwa
perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang
oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Dengan

ketentuan pasal tersebut, bahwa

12 pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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perkawinan dikatan sah bila perkawinan itu sesuai dengan ajaran agama
dan telah dicatatkan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan
beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang terdapat
pada Pasal 4 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudiandalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 40 huruf c bahwa seorang laki- laki muslim dilarang
melangsungkan pernikahan dengan perempuan nonmuslim. Dan
sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 menyatakan bahwa
seorang perempuan muslim dilarang melangsukan pernikahan dengan
seorang laki-laki nonmuslim.*®

G. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip
dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum dilakukan
untuk mencari pemecahan isu hukum, dan hasil yang dicapai untukmemberikan

preskripsi mengenai yang seharusnya atas isu hukum yang akan diteliti.*4

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum

yang dikonsepkan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen
Agama, 2001), 6.
14 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2009). 29-36.
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menjadi acuan perilaku setiap orang.'®
2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah statute
approach (pendekatan undang-undang), conceptual approach (pendekatan
konseptual), dan case approach (pendekatan kasus). Menurut Prof. Peter

Mahmud Marzuki.®

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dilakukan dengan
mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang
bersangkutan dengan permasalahan Hasil telaah tersebut dapat
menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok.

b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) pendekatan ini berasal
dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah
dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peniliti dapat menemukan
konsep yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan menganalisis
pertimbangan hukum (ratio decidendi) terhadap putusan yang akan
dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat
bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan
hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga
nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari Analisa yang
penulis lakukan.

3. Bahan Hukum

15 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Unram Pres, 2022), 29.
16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93
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Adapun Bahan Hukum yang menjadi pijakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat kuat artinya
mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar
berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan
objek penelitian seperti.’
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Hakim.
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5) Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan beda agama.
6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI11/2014.
7) Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait perkawinan beda
agama.
b. Bahan Hukum Skunder
Bahan hukum sekunder didefinisakan sebagai data dari hasil

penelahan dari sumber kepustakaan atau literatur lain yang

17 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011), 41.
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berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.*® Data ini yang akan
membantu penelitian yang digunakan berupa buku-buku ulasan oleh
para ahli mengenai Undang-Undang, buku-buku, jurnal ilmiah yang

berkaitan dengan judul peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a.

Inventarisasi yaitu mengumpulkan perundang-undangan yangberpacu
pada herarki peraturan undang-undangan dengan mencari norma-
norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional, undang-
undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan
dengan isu atau pokok perkara penelitian.®

Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada
pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan
menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.?°
Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan
logis dengan adanya kaitan antara bahan hukum yang satu dengan
bahan hukum lainnya untuk mendpatkan gambaran umum dari hasil

penelitian.?

18 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta,

2014), 224.

19 Prof. Dr. | made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam
Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

20 Nabilah Soleha Heryana, Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum
Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda), (Bandung: Universitas Pendidikan
Indonesia, 2019), 73.

21 Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum., Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press,

2020), 68.
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5. Metode Analisis Data
Analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif dengan
melakukan pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan
sumber hukum primer yang berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai perkawinan beda
agama untuk menjawab masalah hukum yang dijalani. Sifat analisis ini
akan diuraikan dengan argumentasi preskriptif untuk mengambil
kesimpulan dari bahan hukum yang diperoleh dan penilaian karateristik
penalaran hukum hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa
yang terjadi dalam penelitian.??
H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya
para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari
penelitian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB | Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian,

dan sistematika penulisan.
BAB Il Memuat Kerangka Teoritik dan Konseptual. Melalui bab
dua ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai
kerangka teoritik yang mencakup teori penalaran hukum,

teori pertimbangan hakim dan penetapan, dan kerangka

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011),
35.



BAB Il
BAB IV
BAB V
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konseptual yang meliputi pengertian perkawinan bedaagama,
macam-macam perkawinan beda agama dan dasar hukum
perkawinan beda agama.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam
Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Shy perkawinan beda
agama.

Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Memuat penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan
Nomor 1916/Pdt.P/2022/PN.Sby menggunakan penalaran hukum deduktif dan
induktif. Penalaran hukum deduktif Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam
pertimbangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
sifatnya umum yakni pada Pasal 28 B dan Pasal 29 UUD 1945 sertaPasal
2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diyakini
kebenarannya kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dimana
dalam perkara ini tidaklah dapat berlaku Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan karena para pihak berlainan agama dan mengkhususkan
bagi perkara ini diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penalaran hukum induktif
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya berdasarkan fakta
yuridis dari surat P-1 hingga P-9 danketerangan para saksi yang sifatnya khusus
kemudian hakim membuat kesimpulan yang bersifat umum yakni hakim
menyimpulkan Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan izin kepada
Para Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinannya
dihadapan Pejabat Pencatatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
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Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Shy yaitu hakim pengadilan mengabulkan dan memberikan
izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama
dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surabaya. Adapun akibat hukum perkawinan agama secara umum
yaitu status perkawinan dan kedudukan status anak setelah perkawinan beda
agama tersebut disahkan.

B. Saran

Seharusnya dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama hakim
pengadilan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkanoleh
negara, agama dan kepercayaan. Hakim pengadilan juga harus benar- benar
mempertimbangkan akibat hukum yang timbul setelah perkawinan bedaagama

disahkan.
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